BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah

penulis uraikan, maka dapat penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pencegahan terjadinya
Maladministrasi di Kantor Pertanahan:

1) Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan baik, hampir semua laporan
masyarakat yang dilaporkan ke Ombudsman dapat
diselesaikan.

2) Bentuk pencegahan yang telah dilakukan Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
di kantor Pertanahan Kota Padang adalah dengan
memberikan penilaian kepatuhan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Sumatera Barat dalam melakukan upaya pencegahan
terjadinya Maladministrasi di Kantor Pertanahan Kota Padang:

1) Tidak sebandingnya Sumber Daya Manusia dengan
jumlah Laporan Masyarakat yang masuk.

2) Kurang kooperatifnya Terlapor terhadap Ombudsman
dalam proses pemberian penilaian kepatuhan.

3) Kurang pahamnya Pelapor dalam mengetahui tugas,

fungsi dan wewenang Ombudsman.
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3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Sumatera Barat untuk mencegah terjadinya
Maladministrasi pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota
Padang antara lain:

1) Memaksimalkan jumlah pegawai yang ada dalam
menyelesaikan laporan.

2) Melaksanakan kerjasama dengan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.

3) Memberikan edukasi berupa sosialisasi  kepada
masyarakat agar dapat memahami apa saja tugas, fungsi

dan wewenang Ombudsman.

B. Saran

1. Agar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera
Barat dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik lebih
maksimal dan memberikan edukasi tentang bentuk kewenangan
Ombudsman kepada Pelapor.

2. Agar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dan
Kantor Pertanahan Kota Padang menambah jumlah personil untuk
meningkatkan pelayanan publik kepada Masyarakat.

3. Agar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dan
Kantor Pertanahan Kota Padang untuk sering melaksanakan koordinasi
dan rapat rutin setiap bulan untuk menyelesaikan laporan Masyarakat

serta mencari jalan keluar bersama terhadap kendala yang dihadapi.
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